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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan

Pemerintahan Bidang Kehutanan;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
17);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-I1/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Hasil
Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang

Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah provinsi.
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10.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur
pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota
Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup.

Dinas Kehutanan adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota di bidang kehutanan.
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BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2
(1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup berbentuk dinas.
(2) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang kehutanan berbentuk dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Paragraf 1

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Provinsi

adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

Pasal 4
Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kehutanan di Provinsi adalah

Dinas Kehutanan Provinsi.

Paragraf 2

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 5
Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di



